
 

 
 

 
 

BUPATI  TANGGAMUS 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS 
NOMOR  10  TAHUN 2015 

 
TENTANG  

 
RENCANA STRATEGI BISNIS  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAAGUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS, 
 

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.14/46/11/2015 
tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan 
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung. 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  61 tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah 
Sakit Umum Daerah Kotaagung Kabupaten Tanggamus; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang 
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3667); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraa Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik indonesia Nomor 3851); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4286); 
 
 
 



  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 4400); 

 
  8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4431); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438); 

 
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 
– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
 

  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Peayanan Publik; 

 
  13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

 
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
 



  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4502); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  
0 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

 
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 0 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 0 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
  25. Peraturan Menteri Keuanggan Nomor 07/PMK.02/2006 

tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka 

Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi 
Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum; 
 

 
 



  26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada 
Badan Layanan Umum; 
 

  27. Peraturan Menteri Keuanggan Nomor 10/PMK.02/2006 
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat 
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan 
Umum; 
 

  28. Peraturan Menteri Keuanggan Nomor 66/PMK.02/2006 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penerapan 
dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; 
 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah; 
  

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 
 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
 

  32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahn 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 
Tambahan Lemabaran Negara Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 9); 
 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten  Tanggamus Nomor 01 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 – 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamu Tahun 2008 
Nomor 27); 
 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas di 
Kabupaten Tanggamus (Lembara Daerah Kabupaten 
Tanggamus Tahun 2008); 
 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 
2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 
Tahun 2008 Nomor 39); 
 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatenn Tanggamus 2013 
-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 
2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanggamus Nomor 31); 
 
 



  37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatenn Tanggamus 

2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 
Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanggamus Nomor 32); 
 

  38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten 

Tanggamus 2012 Nomor 183) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 

Tahun 2013 )Berita Daerah Kabupaten Tanggamus 
Tahun 2013 Nomor 224); 

 
  39. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.351/19/11/ 

2013 Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018; 
 

  40. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 
B.14/46/11/2015 tentang Penetapan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kotaagung; 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG RENCANA 
STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAAGUNG 
KABUPATEN TANGGAMUS 

 
Pasal 1 

 
Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) Rumah Sakit 

Umum Daerah  (RSUD) Kotaagung sebagaimana  tercantum dalam lampiran 
Peraturan ini. 

 

Pasal 2 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 

Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit 
Umum Daerah  (RSUD) Kotaagung merupakan : 

1. Gambaran program, pembiayaan, penanggung jawab program dan prosedur 
pelaksanaan programlima tahunan; 

2. Proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan 
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan 
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

3. Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan 
menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai 

analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
tercapainya kinerja tahun berjalan. 

4. Dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja. 
 



Pasal 4  

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus 

 
 

 
Ditetapkan  diKotaagung  
pada tanggal 15 Mei 2015                    

 
 

BUPATI TANGGAMUS, 
 

 
 
 

BAMBANG KURNIAWAN 
 

 
 

Diundangkan di Kotaagung  
pada tanggal 15 Mei 2015                            
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, 
 

 
 

 
     Drs.Hi.MUKHLIS BASRI,ST.MT.,M.Si. 
              Pembina Utama Muda 

         NIP. 19610203 198110 1 001 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR  283     
 

 
 

 
 
 


